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'. BUPATIGOWA, 
Menimbang · : · a. bahwa berdasarkan Pasal 2 . ayat (2) 

huruf h Undang-Undang Nomor 28 
. Tahun 2001) tentang Pajak Daerah clan 

.. , . Retribusi Daerah, maka Pajak Air 
Tanah merupakanjenis Pajak Daerah; 

b. bahwa untuk memungut Pajak 
· sebagaimana · dimaksud huruf a cliatas, 

maka perlu · , clitetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

PERATURAN DAEi4ii.WvPATEN GOWA 
NOMOR 2 TAHUN 2011 

· ·· .' :.-'� -=:t�r).,:1' !-"!•ll:f!l'.!'.} ; 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(LembatanNegara Republik Indonesia 
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· Tahun 2008 Nomor ·59; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

,. ', ·· .•Nomor4844)f'": 
' . • . .. .";;,j,., . �-l .,� .•• :/· 

'6. UndiuifUii.qang . Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan 

" aiifura · Peinerintah Pusat dan 
•'·'''l>emetintahart'1'.;'. Daerah . (Lembaran 

. 'Nejara"'ltepiiblµc Indonesia Tahun .. . 2004 ',, 'Nein.or 126, Tambahan 
·· Lemba:ni!Fif.l'6\ilira Republik Indonesia 

Noni�l443S)';"' : . . 
. '7:' Und; _tf JH!iii''}: i-tdmor 28 Tahun . . " 8. " .\!l ' 

! ' 2009. tentlilig "' Pajak Daerah dan 
' ,,..):;. 'Retiibwt''biiehili' (Lembaran Negara 

: .· {e1',\:1bllk: ')Ji.tl<i�esia Tahun 2009 
·,. .. ,.,"·'l· ·' N., '·'" '· ·1·30· 1"'ambahan Lembaran . omor , �· 

"' '''' i ' ''Ne�iira, R�p\ii;fik Indonesia Nomor 
5049)( . . .,,, . ,. . 

., ... ·.' ' .• : • ,·· .-: ! S: Peraturan i>emeriritah Nomor 58 
. Tahun . 2005 , · tentang Pengelolaan 

Keuangan baeptli. (Lembaran Negara 
:Republik. '..Indo!lesia Tahun 2005 
Nonior' '1.ifo,: '.'.i:!IIIlbahan Lembaran 
Neg!lfll R;p��ii).c Indonesia Nomor 

.. ·.4578); . . ' .... 

, ,9. Pe;�. :'Pemerintah Nomor 38 
' Tahun , 2007·•·: .tentang Pembagian 

Unisan. • . Pemerintahan antara 
Pemerintah, : . .Pemerintahan Daerah 
Provinsi clan Pemerintaban Daerah 

: � I' 

,_.,:,· ... 

' \ 

Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom.�r 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53;Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan 

. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) .sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun · 2008 
tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

a- 
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dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GOWA 

DAERAH 
TENT ANG 

BAB I 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN 
KABUPATEN GOWA 
PAJAKAIRTANAH 

BUPATI GO\VA 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 · 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah Kabupaten Gowa. . 

3. Dewan Perwakilari Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Gowa. . 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, 

Menetapkan 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik · Indonesia Tahun 2007 
Nomor ·82, · . Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); .- . 

10. Peraturan . Pemerintah Nomor 43 
' Tahun 2008 tentang Air Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahim 2008 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pernberian dan Pemanfaatan Insentif 
pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119); 

12. Keputusan Menteri Energi Sumber 
Daya Mineral Nomor : 1451 
K/10/MEM 2000 tentang Pedoman 
Teknis · Penyelenggaraan tugas 
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan 
Air Bawah Tanah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2008 Nomor 3). 
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pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

22. S�at Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
se(anjutnya· disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pa�ak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
paiak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan- Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat 

· Keputusan Keberatan, · 
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan · atas surat keberatan terhadap .. , surat 
pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketapan .Pajak 

· Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang . Bayar 
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Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau pemungutan 
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang 
diajukan oleh wajib pajak. 

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jurnlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak 
terse but. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
daerah. · 

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik untuk mencari .serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
NAMA, OBJEK DANBUBJEK p AJAK 

Pasal 2 
Dengan �ama Pajak Air Tanah, dikenakan pajak atas 
pengamb1lan dan/atau pemanfaatan air tanah, 

Pasal 3 
(!) �bjek-pajak ad;lah pengambilan dan/atau pernanf t air tanah: anraa an 

' 
(2) Dikecualikan dari objek pajak sebagai di ak pada ayat (!) adalah: mana im sud 

a pengambilan dan!atau pemanfaatan air tanah untuk 
keperlu'.1° dasar rumah tangga, pengairan pertanian 
dan penkanan rakyat, serta peribadatan· dan 

b. peng�bilan dan/atau pemanfaatan ai� tanah oleh 
Pemenntah dan Pemerintah Daerah . . 

Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) 

Pasal 7 

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara 
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3). 

BAB III 
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAll 

PERIIlTUNGAN PAJAK 
Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan tarifpajak adalah Nilai Perolehan Air 
Tanah; 

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor 
berikut: 
a. jenis sumber air; 
b. Iokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diarnbil dan!atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air; dan 
f. tingkat . kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

· oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat. (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. · atau badan yang 

pemanfaatan air 

atau badan yang 
pemanfaatan air 

Pasal 4 
(!) Subjek Pajak adalah orang pribadi 

melakukan pengambilan dan!atau 
tanah, 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi 
melakukan pengambilan dan!atau 
tanah, . 
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BAB IV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 8 
Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa 

_BAB V 
MASAPAJAK 

Pasal 9 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) bulan kalender. 

Pasal 10 

(i) Se!ak iap Wajib Pajak melaporkan data subjek dan objek paJ . 
(2) L_�p�ran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) harus 

d�1s1 deng� jelas, benar dan Iengkap serta 
dttandatangaru oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) L_aporan_ sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus 
d�sampaikan kepada Bupati selambat-Iambatnya 15 
(hma belas) had setelah tanggal diterimanya laporan 
oleh Subjek Pajak. · . . . 

( 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

,·,. . 
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BAB III 
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR 

PERHITUNGAN PAJAK' 

Pasal 5 

(I) Dasar pengenaan tarifpajak adalah Nilai Perolehan Air 
Tanah; 

(2) Nilai Perolehan Air Tarrah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor 
berikut: 
a. jenis sumber air; 

· b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air; dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati, · 

Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) 

Pasal 7 

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara 
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3), 
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·BAB IV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 8 
Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa 

BAB V 
MASAPAJAK 

Pasal 9 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan kalender, 

Pasal 10 
(i) Set1ap Wajib Pajak melaporkan data subjek dan objek pajak. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
disampaikan kepada Bupati selarnbat-lambatnya 15 
(lima belas) had setelah tanggal diterimanya laporan 
oleh Subjek Pajak. 

( 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. . 
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BAB VI 
PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalarn PUSl\l 
10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan 
menerbitkan SKPD. 

BAB VII 
TATA CARA PEMUNGUTAN - 

Pasal 12 
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang 

terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak. 
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan 
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(4) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota 
perhitungan. 

Pasal 13 
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. . · 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian 
dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang 
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dipersamakan sebagaimana �imak�ud dalam Pasal 12 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati, 

. INSENTii!t�:�GUTAN 

Pasal 14 
� (1) Ins�si yang'rrielaks�akan pemungutan pajak dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaiari kinerja, 
(2) Pernberian - insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) : ditetapkan 'melalui Anggarari - Pendapatan dan 
Belanja Daerah. · _ _ _ . 

(3) Tata,'. cara pemberian ' dan pemanfaatan insentif 
dilaksanakan . s�smri dengan peraturan . perundang- 
undangan, 

BAB IX 
SUR.(T TAGIHAN PAJAK 

Pasal 15 
Bupati dapat mene�bltkari STPD;jika : . _ -... - . - - 
(1) Pajak dalam tahun berjalantidak.atau kurang dibayar. 
(2) Dari basil - penelitian STPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai 'akibat' salah tulis dan/atau salah - 
hi . . tung. . . ·-... . . . 

(3) Wajib - pajak _ dikenakan sanksi administra tif berup_a 
bunga dan/atau denda.' . 
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BAB X _ 
- TATA CARA PEMB.AYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 16 

(I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran 
dan penyetoran pajak yang. terutang paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah , pajak yang harus dibayar 
bertarnbah merupakan dasar penagihan ,pajak dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama I (satu 
bulan) sejak tanggal diterbitkan. . 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan. 

(4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan PeraturanBupati. 

· Pasal 17 
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding, yang. tidak atau kurang bayar 
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
Surat Paksa. 
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(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 18 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu 
yang ditentukan dalarn SKPD dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak 'diliikukan di tempat lain 
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke 
Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam 
waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 19 

(1) Setiap pembayarari pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal · l Zayat (1) diberikan tanda bukti 
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan 
buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 20 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejenis sebagai . awal tindakan pelaksanaan 
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. 
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang 
terutang. 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikeluarkan oleh pejabat. 

Pasal 21 

(1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan 
dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat 
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 ( dua . 
puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau Surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 22 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan 
Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 23 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga 
melunasi utang ,pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari 
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, pejabat mengajukan pennintaan .penetapan 
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 
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BAB XII 
PENGURANGAN,KEJ.UNGANANDAN 

PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 28 
(!) Bupati berdasarkan pennohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan pengurangan, keringanan · dan 
pembebasan pajak. 

(2) Tata- cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN 

KETETAPANDANPENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 29 
(!) Atas permohonan Wajib Pajak atau karenajabatannya, 

Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD atau , 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan ·· sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 
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b. mengurangkan -atau membatalkan SKPD atau 
STPD, atau SKPPLB yang tidak benar ; 

c. rnengurangkan atau menibatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksartak� atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan · pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak 

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan 
ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas 
SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
harus disampaikan secara tertulia.oleh Wajib Pajak 
kepada Bupati, atau pejabat . selambat-larnbatnya 30 
(tiga. puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau 
STPD dengan memberikan alasan yangjelas. 

( 4) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. 

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat. (4) Bupati atau pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau pengurangan sanksi · administrasi dianggap 

.dikabulkan. 
( 6) Ketentuan lebih . .ianjut mengenai tata cara 

pengurangan atau penghapusan sanksi adminis�f 
dan '. pengurangali. atau. pembatalan ketetapan . pajak 

_ sebagaimana dimaksud · pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati, · · · · 
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Pasal 24 

(l) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari 
tanggal, jam dan ternpat pelaksanaan lelang, juru sita 
rnernberitahukan dengan segera secara tertulis kepada 
Wajib Pajak. 

(2) Setelah jadwal pelelangan sebagaimana ayat (1) 
ditetapkan, rnaka pejabat menetapkan lelang. 

· (3) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal 25 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XI 
KEDALUW ARSA 

Pasal 26 
(1) Hak untuk rnelakukan penagihan pajak, kedaluwarsa 

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) tertangguh apabila: 
a. diterbitkail surat teguran da.n/atau Surat Paksa atau; 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik 

· Iangsung maupun tidak langsung 
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(3) Dalam hal diterbitkan ;ur_\lt tegur� dan �ur3:t paksa 
sebagaimana dimaksud · pada ayat,. (2) . huruf . a, 
kedaluwarsa penagihan . dihitung sejak tanggal 
penyampaian surat paksa tersebut. . . . . . . ... 

( 4) Pengakuan utang pajak secar!1 langsung seb��aimi:na 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah WaJ1b Pajak 
dengan .kesadarannya 'menyatakan masi? mempunyai 
utang ... pajak dan, : belum . melunasinya kepada 
Pernerintah Daerah. . . .. . . . . . . , . .. , .. : ... · . . . 

(5) Pengakuan utang secatii'tid4 langsung �ebagai�an� 
dimaksud pada ayat (2) h�f b dapat diketahui dan 
pengajuan permohonan . an�suran atau penund� 
pemoayaran dan permohonan keberatan oleh WaJ1b 
Pajak.·. 

·-· 
Pasa] 1:1 

(1) Piutan{pajak yang :tidak.inungldn _ditagih lagikerena 
hak untuk melakukan penagihari sudah kedaluwarsa 
dapat d�hapuskan. . . . . . 

(2) Bupati ·menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Pajak •-• Kabupateil . )'�g . _ . sudah kedaluwarsa 
sebagaii_nana dimaksud pada ayat (1). · . .. . 

(3) Tata cara penghapµsan piutang pajak �ang 'sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati, 
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BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

PAJAK 

Pasal 30 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada 
Bupati atau ' pejabat. secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang-kurangnya: 
a.. .nama dan alamat pajak; 
b. masa Pajak; 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yang jelas. 

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 
12 ( dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan 
pengembalian pembayaran pajak sebagaimana 

.dimaksud pada ayat (!) harus memberikan Keputusan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilampaui, Bupati . atau pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 
I (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) langsung dihitung untuk.. melunasi 
terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.dilakukan 
.. dalam waktu paling' •· lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 
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b. mengurangkan .atau membatalkan SKPD atau 
STPD, atau SKPDLB yang tidak benar ; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksariakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak 

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan 
ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas 
SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
harus disampaikan secara tertulisoleh Wajib Pajak 
kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau 
STPD dengan memberikan alasan yangjelas. 

( 4) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
surat perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diterima, sudah harus meinberikan keputusan. 

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat. ( 4) Bupati atau pejabat tidak 
memberikan keputusan, perriiohonan · pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau pengurangan sanksi · administrasi dianggap 
dikabulkan .. 

(6). Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
dan '. pengurangan atau. pembatalan ketetapan . pajak 

, . sebagaimana diniaksud · pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. · · 
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. BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

PAJAK 
Pasal 30 

(!) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada 
Bupati atau ' pejabat secara tertulis dengan 
rnenyebutkan sekurang-kurangnya: 
a.. nama dan alamat pajak; 
b. masa Pajak; 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yang jelas. 

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 
12 (dua belas) bitlan sejak diterirrianya permohonan 
pengembalian pembayaran pajak sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat . (2) dilarnpaui, Bupati . atau pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan perigembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 
1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3) langsung dihitung untuk. · melunasi 
terlebih dahulu utang pajak dirnaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajakdilakukan 
. dalam waktu paling • lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 
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(6) Apabila pengembalian kelcbihan pcmbaynrun pujuk 
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dun) bulan sejak 
diterbitkan SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

Pasal 31 

Apabila . kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan 
dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara 
memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga 
berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XV 
KEBERA TAN DAN BANDING 

Pasal 32 

(!) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SKPD; 
b. SKPDLB; . 
c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

.. berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah, ., 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (I) harus disampaikan secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal 
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ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan untuk paling 
lama 15 (lima belas) bu Ian sejak saat terutangnya 
pajak. 

(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
dan ditagih melalui STPD. 

(3) Dalarn ha! keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai . sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan permohonan 
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
50% (lima puluh persen) sebagaimana yang dimaksud · 
pada ayat (3) tidak dikenakan. · 

(5) Dalam ha! permohonan banding ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi 1 00% ( seratus persen) dari j umlah paj ak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

BAB .XVII 
KETENTUAN PIDANA ., 

Pasal 37 
;.: 

(1) Waj}b Pajak yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan Japoran atau mengisi dengan tidak 
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benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan 
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 
(dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. - 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat 
(2) merupakan penerirnaan negara. 

Pasal 38 

Tindak Pidana di bidang perpajakan tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat 
terutangnya · pajak atau berakhimya masa pajak a!au 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Bagian 
Tahun Pajak yang bersangkutan. 

BAB xvm 
PENYIDIKAN 

· Pasal39 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu .. di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

27 



penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dj bidang perpajakan daerah agar 

,.. keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
tindak pidana perpajakan daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah; 

g. menyuruh berhenti, · me!arang seseorang . 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang ber!angsung dan memeriksa 
identitas orang · dan atau dokumen yang dibawah 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 
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h. · memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah; . . . . · · 

!. memanggil orang. untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; · · 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajak?Jl daerah ll?-en�ru�.:.:hukurn yang dapat 
dipertanggung jawab�an.---..... , .. 

(3) Penyidik sebagaimana ,diµl_�s��\ P�?a. ayat (1) 
memberitahukan dimulainya-' .: p�ily1dikan dan 
menyampaikan basil penyidik�ya_1kepada penuntut 
umum, sesuai dengan ketentuan ,Jang diatur dalam 
Undang-Undang Hukurn Acara Pidana. 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pnsal 40 

(1) Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akin diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. r 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak 
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

.. . 
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• Pasal 41 

ra� r,-· ,p�er,hli .ifti .11t!flai beri� pada tanggal 
mdang¥an'." ,! · · i..... · . · - · 
:ar �ti�p . , tiniiig''''merigftiliwAy� . ,, fueitierintahkan . r" ·;, .. ·,11 •• (,: . . . .,..,.. , 

ngundangan dengan penenijia,taimya dalam Lembaran 
·�rah i9ib�pateh CJ.o:{�rf '\,' .· ; J :, . •', .. i ' 

; • i)'. .. : ' 
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